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Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan terkait “Peranan Pusat
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto dalam Menghadapi
Permasalahan Kekerasan Perempuandan Anak”. Hal ini dikarenakan perempuan
dan anak memerlukan perlindungan yang sesuai kebutuhan dan kepentinganya
dan P2TP2A Kota Sawahlunto merupakan lembaga yang memberikan
perlindungan terhadap korban di Kota Sawahlunto. Berdasarkan latar belakang
tersebut, maka dapat dirumuskan permasalah sebagai berikut: 1) Bagaimana
Peranan pusat pemberdayaan perempuan dan anak Kota Sawahlunto menghadapi
kasus permasalahan kekerasan perempuan dan anak yang ada di Kota
Sawahlunto?, 2) Apakah kendala-kendala yang dialami P2TP2A dalam
memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak sebagai korban
kekerasan?, 3) Apa upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan hukum
kepada perempuan dan anak sebagai korban kekerasan di Kota Sawahlunto?.
Metode Penelitian menggunakan hukum empiris, sifat penelitian yang digunakan
penelitian deskriptif,jenis data yang dipakai data primer, sekunder, teknik
pengumpulan data dengan wawancara langsung ke P2TP2A. Hasil dari penelitian
ini bahwa dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak. P2TP2A
memiliki peranan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban,
namum P2TP2A dapat menyelesaikan hambtan-hambatan tersebut. Kendala-
kendala yang dilakukan dalam mengatasi hambatan adalah faktor internal dan
factor eksternal. Sedangkan dengan mengatasi mhambtan memberikan pendidikan
dan pelatihan disiplin ilmu yang berbeda kepada setiap P2TP2A sesuai dengan
kebuthan yang dibutuhkan.
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